
Sidang Perbaikan Uji Materi Ketentuan Penahanan Terdakwa
Jakarta, 5 Juli 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun
1981 tentsng Hukum ACara Pidana pada Rabu (517) puku1 09.30 WIB di ruang SIdang MK dengan agenda
Perbaikan Permohonan. Permohonan miteregistrasi dengan due nomor perkara yaitu nomor 291PUU-XV/2017
yang dBjukan o1eh Elisa Manurung dan Paingot Sinambela. sena nomor perkara 301PUU-XW2017 yang
dialukan o1eh Zain Amru Ritonga Para Pemohon masing-masing becorofesi sebagai advokat yang menilai
dinnya be rpctensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian khususnya yang berkaitan dengan ketentuan penahanan
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Dari keseluruhan 20 ketentuan dalam UU 81,981 yang dimohonkan un materI Dieh Pemohon Perkara 291PUU-
XW2017. Ierdapat satu ketentuan yang juga dinji o1eh Pemohon perkara 301PUU-XV/20.7 yaitu ketentuan pasal
193 ayat (2) huruf a yang berbunyi

Pengadilan dalem menialuhkan putusan, 11ka leadakwa tidak ditahan. dapatmemerintahkan
supaya terdakwa tersebut ditahan. apeb"a dipenuhiketentuan Pasa! 27 dan terdapat alasan,
cukup untok itu. "

SIARAN PERS

Pemohon perkara 291PUU-XV/2017 bemendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mengadili
dan forumnya adalah pengadilan. Hakikat mengadili adalah mengadili dua pendapat yang berbeda
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang pasif Kekuasaan kehakiman dapat menjadi aktif ates
permintaan para PIhak. penggugat. pemohon. atau penuntut urnum. Pemohon menambahkan bahwa
pengadilan pidana bergerak atas pelimpahan perkara penuntut urnum. bukan atas in Isiatif hakim. Sehingga
menurut Pemohon adalah lidak sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila dalam amar
putusan leadapat perlntah penahanan. Karena tanpa ada perlntah penahanan pun. apabila putusan sudah
mein punyai kekuatan hukum letap. inaka penuntut urnum berkewajiban untuk mengeksekusinya. Pemohon
mencontohkan kasus sebagaimana putusan malelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadililr
Besuki Tjahaja Pumama

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Sementara itu, Pemohon Perkara 301PUU-XW20i7 yang juga mendasarakan pada kasus Kongkrit yang sama,
menilai ketentuan pasa1 193 ayat (2) huruf a UU 81,981 telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Penafsiran
pertaina. ketentuan pasal a quo dianggap telah mengebiri hak-hak Ierdakwa yang mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi untuk mendapalkan penangguhan penahanan. Kedua, menurut Pemohon, dengan adanya
putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar ternakwa ditahan. inaka tidak dapat ditangguhkan
penahanannya dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang mein betelkan Putusan Pengadilan
Negeritersebut

Menanggapi Permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Saidilsra. seiaku pemimpin SIdang mengingatkan para
Pemohon untuk meinbangun argumentasi dari pasal-pasal yang dinjikan. Sementara Hakim Konstitusi
Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk mein perbaiki SIStematika permohonan. mengelaborasilebih daiam
alasan-alasan permohonan dengan norma-norma yang dinjikan, sena merengkai petitum dengan Iebih balk
(Nina)

Tentsng Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan keriga. Feinbentukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng Mahkamah Kons!irusi.
Mahkamah Konstitusi beMenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bers:fat final untok menguji undang-
undang rerhadap Undang-Undang Dasar, memorus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan Dieh Undang-
Undang Dasar, meinutus pembubaran partai polltik, dan memorus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum, serta wailb memberIkan
putusan atas pendapat Dewan Pemakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden dan/areu Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar
Untok Informasilebih Ianjut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Repub!Ik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman
WWW. inahkamahkonstitusi. old
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